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WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 95 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

(SOP AP)
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BANJARMASIN,

a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan
penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Banjarmasin;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a,
perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
Banjarmasin;

1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Qpha^imang telah diubah dengan Undang-Undang
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Menetapkan

8.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 8b
Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmaisn Tahun 2011 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25;

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 38 Tahun
2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN (SOP AP) PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan

(ffasabbag. fcrandangan Kibig. Hakoa
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oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia;

c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin beserta Perangkat
Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

d. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;
e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Banjarmasin;
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Banjarmasin;
g. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Banjarmasin;
h. Kabid atau Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin;
i. Kasi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Banjarmasin;
j. Kasubbag adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin;
k. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi

tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan
aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana
dan oleh siapa dilakukan;

1. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)
adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengaan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. Penyesuaian dan perubahan adalah tinHqk^n melakukan perbaikan terhadap
SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.

BABn

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Banjarmasin adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin.

Pasal3

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Banjarmasin adalah agar tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan
efisien.

BAB in

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin sebagaimana
terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Walikota ini.
Wfaiubbag.Ptrnnd«ngtn
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BAB IV

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal5

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada
peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan
dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Banjarmasin.

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) yang telah
dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan setelah mendapat
pengesahan Walikota Banjarmasin.

BABV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap
(protap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusun
menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ^4 c 15

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 nesei 2015

^Pj. WALIKOTA BANJARMASIN

r
MUHAMMAD THAMRIN

DAERAH KOTA BANJARMASIN

£

H. AGUS SURONO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR

y K.Ka.mbb»g. Pcnmdangin Kibig. Rnkam KtpiliSKPD
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN (SOP AP) PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA BANJARMASIN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Terdiri dari :

1 SOP-101/PERINDAG SOP Penyusunan LAKIP

2 SOP-102/PERINDAG SOP Surat Masuk/Surat Keluar

3 SOP-103/PERINDAG SOP Pelaporan Absen/Daftar Hadir Pegawai
4 SOP-104/PERINDAG SOP Penyusunan Daftar Nominatif dan DUK PNS

5 SOP- 105/PERINDAG SOP Pembuatan Usulan Pensiun PNS

6 SOP-106/PERINDAG SOP Pembuatan Surat Izin Cuti

7 SOP-107/PERINDAG
SOP Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu
Suami (KARSU), Kartu Istri (KARLS)

8 SOP-108/PERINDAG
SOP Pembuatan Usulan Satya Lencana Karya
Satya

9 SOP-109 /PERINDAG SOP Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

10 SOP-110/PERINDAG SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat PNS

11 SOP-111/PERINDAG SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Gaji Berkala

12 SOP-112/PERINDAG SOP Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

13 SOP-201/PERINDAG SOP Pembuatan Rekomendasi TDI Kecil

14 SOP-202 / PERINDAG
SOP Pembuatan Rekomendasi IUI Menengah
Besar

15 SOP-203/PERINDAG
SOP Pengawasan dan Pembinaan Penanganan
Limbah Industri di Perusahaan Industri

16 SOP-301/PERINDAG SOP Pelayanan IUTM, IUPP

17 SOP-302/PERINDAG SOP Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol

18 SOP-303/PERINDAG
SOP Pengembangan Informasi Peluang Pasar
(Promosi/ Pameran)

19 SOP-304/PERINDAG
SOP Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran
Waralaba

20 SOP-401/PERINDAG SOP Penyelesaian Sengketa Konsumen

21 SOP-402/PERINDAG
SOP Pengawasan Berkala Barang Beredar dan
Jasa

22 SOP-403/PERINDAG SOP Penyuluhan Konsumen

23 SOP-404/PERINDAG SOP Tera dan Tera Ulang UTTP

ftWCaiubbtg. PerondangM KtpiliSKPD
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dasar Hukum

1. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

2. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/DC/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan AKIP;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Keterkaitan

Peringatan

1. Jika SOP Penyusunan LAKIP tidak dilaksanakan maka akan
mempengaruhi Laporan Kinerja SKPD

2. Prosedur Penyusunan LAKIP dapat berjalan sebagaimana mestinya
apabila semua pelaksana ada ditempat dan dapat menjalankan
tugasnya

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
101/PeitT ag/2015
19 0ktober2015

Tanggal Revisi 19 0ktober2017

Tanggal Efektif 4 Januari2016

Disahkan oleh PJ.WALIKOTA BANJARMASIN

Nama SOP PENYUSUNAN LAKIP DISPERINDAG

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait
penyusunan pelaporan AKIP

2. Memahami Tata cara Penyusunan LAKIP

3. Memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakaan SOP

Peralatan/perlengkapan
Seperangkat komputer dan kelengkapannya
ATK

Pencatatan dan pendataan

Disimpan sebagai data hardcopy dan softcopy



No.

10

Kegiatan

Memerintahkan Kasubbag. Program untuk menyusun
LAKIP DISPERINDAG

Memerintahkan Pelaksana Subbag. Perencanaan untuk
melakukan pengumpulan bahan penyusunan LAKIP
DISPERINDAG

Mengumpulkan bahan penyusunan LAKIPDISPERINDAG

Memeriksa bahan penyusunan LAKIP DISPERINDAG,
jika belum lengkap akan dikembalikan ke Pelaksana
Subbag. Perencanaan untuk dilengkapi, bila lengkap
maka dapat diteruskan ke proses selanjutnya

Mengolah bahan penyusunan LAKIP DISPERINDAG

Memeriksa draft LAKIPDISPERINDAG, jika setuju
memberikan paraf dan menyerahkan ke Kepala Dinas,
jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubbag.
Perencanaan untuk diperbaiki

Memeriksa konsep LAKIP DISPERINDAG, jika setuju
memberikan tandatangan, jika tidak setuju dikembalikan
ke Sekretaris untuk diperbaiki

Memerintahkan Kasubbag. Perencanaan untuk
mendokumentasikan LAKIP DISPERINDAG

Memerintahkan Pelaksana Subbag. Program untuk
mendokumentasikan LAKIP DISPERINDAG

Mendokumentasikan LAKIP DISPERINDAG

c
Pelaksana

Kepala Dinas

c PROSEDUR PENYUSUNAN LAKIP DISPERINDAG

MutuBaka

Kelengkapan

Disposisi/ perintah
lisan Kepala Dinas

Disposisi/ perintah
lisan Sekretaris Dinas

Disposisi/ perintah
lisan

bahan penyusunan
LAKIP DISPERINDAG

bahan penyusunan
LAKIP DISPERINDAG

draft LAKIP

DISPERINDAG

Konsep LAKIP
DISPERINDAG

LAKIP DISPERINDAG,
Disposisi/ perintah
lisan

LAKIP DISPERINDAG,
Disposisi/ perintah
lisan

LAKIP DISPERINDAG,

Disposisi/ perintah
lisan

Waktu

8

1 hari

1 hari

2 minggu

2 minggu

4 minggu

1 minggu

1 minggu

1 hari

1 hari

1 minggu

Output

Disposisi/ perintah
lisan

Disposisi/ perintah
lisan

bahan penyusunan
LAKIP

DISPERINDAG

bahan penyusunan
LAKIP

DISPERINDAG

draft LAKIP

DISPERINDAG

Konsep LAKIP
DISPERINDAG yang
diparaf

LAKIP

DISPERINDAG

Disposisi/ perintah
lisan

LAKIP

DISPERINDAG,

Disposisi/ perintah

dokumen LAKIP

DISPERINDAG

Keterangan

10

2/2
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1 . UU No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 80 Tahun 2012
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

3. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 293 tahun 2012 tentang Uraian Tugas

Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Banjarmasin

Keterkaitan:

Peringatan:

Proses Surat menyurat dalam Administrasi pemerintahan merupakan

keharusan, apabila proses Surat Masuk dan Surat Keluar tidak dilaksanakan
sesuai SOP maka akan menghambat pelaksanaan Adm. Pemerintahan.

c
Nomor SOP 102/Perindag/2015

Tanggal Pembuatan 19Oktober2015

Tanggal Revisi 19 Oktober 2017

Tanggal Efektif 4 Januari2016

Disahkan oleh PJ. WALIKOTA BANJARMASIN

NamaSOP SURAT MA8UK/SURAT KELUAR

Kualiflkasi pelaksana J

- Memiliki kewenangan dalam pengurusan administrasi surat
menyurat

- Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi
perkantoran

Peralatan/Perlengfeapan:

1. Berkas Surat masuk/keluar

2. Buku agenda surat masuk/surat keluar

3. Lembar disposisi

4. Buku ekspedisi/tanda terima surat

Pencatatan dan pendataan:

Dicatat dan didokumentasikan secara manual

MGuubbag. Perundangan Kabig. Hukum
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c

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dasar Hukum:

1. UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2 . Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Keterkaitan:

Peringatan :
Keterlambatan pelaporan absen akan mempengaruhi Tunjangan Kinerja
Pegawai

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP

c
103/Perindag/2015

19Oktober2015

19Oktober2015

4 Januari2016

PJ. WALIKOTA BANJARMASIN

PROSEDUR PELAPORAN ABSEN/DATTAR HADIR
PEGAWAI

Kualifikasi pelaksana:

1. Mengetahui prosedur pelaporan absen pegawai
2. Mengetahui dan memahami Tupoksi organisasi
3. Memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan setiap tahapan

secara

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/lap top

2. Finger Print dan absen

Pencatatan dan pendataan:

Rekap absen Pegawai disimpan sebagai data elektronik dan manual

HHusubbagTperondaDgan Kibig. Hukuoj ktpiliSKPD



c c
Nomor SOP 104/Perindag/2015

W
Tanggal Pembuatan 19Oktober2015

Tanggal Revisi 19Oktober2017

Tanggal Efektif 4 Januari 2016

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Disahkan oleh Pj.WALIKOTA BANJARBIASIN

NamaSOP PENYUSUNAN DAFTAR NOMINATIF DAN DUK PNS

Dasar Hukum: Kualifikasi pelaksana i

1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 293 Tahun 2012 Tentang

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

1. Mengetahui dan memahami ketentuan dan peraturan kepegawaian
2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi organisasi

3. Mengetahui dan memahami tata cara penyusunan daftar nominatif
dan duk PNS

4. Memiliki komitmen tinggi melaksanakan SOP Tepat sasaran dan
tepat waktu

Keterkaitan:

SOP Surat Masuk / Surat Keluar 1. Perangkat Komputer
2. Filling Kabinet

3. Berkas Kepegawaian

Peringatan: Pencatatan dan pendataan;

SOP ini adalah standar baku, jika tidak dilaksanakan mengakibatkan

ketidakjelasan, Ketidaksinkronan, kelambatan dan keterlambatan dalam

Penyusunan Daftar Nominatif dan DUK PNS.

Data Pegawai Negeri Sipil
Dokumentasi kegiatan penyusunan data Nominatifdan DUK PNS

abbafriPeracdangap KepiliSKPD
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Dasar Hukum:

c

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. UU No. 11 Tahun 1968 tentang Pensiun PNS dan Janda/Dudanya
3. PP No. 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Walikota No. 293 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin

Keterkaitan:

Peringatan:

SOP ini adalah standar baku, jika tidak dilaksanakan mengakibatkan
ketidakjelasan, Ketidaksinkronan, Ketidaktepatan, ketidaktransfaranan,
kelambatan dan keterlambatan dalam pembuatan usul pensiun. Prosedur SOP
dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila semua pelaksana selalu ada
ditempat dan dapat menjalankan tugasnya

c
Nomor SOP 105/Perindag/2015

Tanggal Pembuatan 19Oktober2015

Tanggal Revisi 19Oktober2017

Tanggal Efektif 4 Januari2016

Disahkan oleh PJ. WALIKOTA BANJARMASIN

NamaSOP PEMBUATAN USULAN PENSIUN PNS

Kualifikasi pelaksana:

1. Mengetahui dan Memahami Ketentuan dan Peraturan mengenai
Kepegawaian

2. Mengetahui dan Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

3. Mengetahui tentang dasar-dasar dan proses pembuatan Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP)

4. Memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan setiap tahapan
secara tepat sasaran dan tepat waktu

Peralatan/Perlengkapan :

1. Peraturan/Kebijakan tentang Sasaran Kinerja Pegawai
2. Komputer dan Perangkatnya

3. Filling Cabinet

Pencatatan dan pendataan:

Dicatat dan didokumentasikan sebagai Data Elektronik dan Manual

fctmibbag. PerandangBn KcpiUSKPD
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c

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

pasar Hukum

UU No. 43Tahun 1999 tentangPerubahan atas UU No. 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

J2 .PP RI No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
|3 •Keputusan Bersama 3Menteri Mengenai Cuti Bersama

[Keterkaitan:

[Peringatan i
[SCP u^ adalah standar Daku, jika tidak dilaksanakan mengakibatkan
l^etadakjelasan, Ketidaksinkronan, Ketidaktepatan, ketidaktransferanan,
l^eiambatan dan Keterlambatan dalam Pembuatan Cuti. Prosedur SOP dapat
I erjalan sebagaimana mestinya apabila semua pelaksana ada ditempat dan
laapat menjalankan tugasnya.

C
Nomor SOP 106/Perindag/2015

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

19 Oktober 2015

19 Oktober 2017

4Januari2015

PI. WALIKOTA BANJARMASIN

NamaSOP PEMBUATAN SURAT IZIN CUTI

Kualifikasi pelaksana:
1. Mengetahui dan Memahami Ketentuan dan Peraturan mengenai

Kepegawaian
2. Mengetahui dan Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
3. Mengetahui tentang dasar-dasar dan proses pemberian Cuti
4. Memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan setiap tahapan

secara tepat sasaran dan tepat waktu

Peralatan/Perlengkapan:

1. Peraturan/Kebijakan tentang Pemberian Cuti
2. Komputer dan Perangkatnya
3. Buku Kendali Cuti

Pencatatan dan pendataan:

Dicatat dandidokumentasikan sebagai Data Elektronik danManual

MKajubbag. Pcrnodan^an Kabig. Hukum KepilaSKPD

4
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

[Dasar Hukum:

2. Surat Keputusan Kepala BAKN Nomor 066/KEP/1974 tentana Kartu PNS
3. Surat EdaranKepalaBAKN Nomor01/SE/1975L*£S££™

ten^g Petunjuk Penetapan, Penggunaan NorJZ* fSSS

SuSs Peraunta~. Pe-tapan, Penggunaan Kartu Isten/Kartu
'5' SaTrTT"? Banjannasfa Nom°r 293 Tahun 2012 tentang UraianTugas Dmas Perindustrian dan Prt—n-. ».*• »..-, .!**"""^
Keterkaitan :

Peringatan:

'mZS^^^"mengaiabatkan ketidak
keteriflmKa*o« ^^? ' ketldaktepatan, ketidaktransfaranan dan

KatiliHutw UiuiIiOHPdI

C
Nomor SOP I07/Perindag/2015 ]
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

19 Oktober 2015
19 Oktober ^OTT

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

4 Januari 2016
PJ. WALIKOTA BANJARMASIN

Nama SOP

Pembuatan Kartn Pegawai (Karpeg), lUrtu Suamt (Ka*«u),
Krrtn Iff**ri <Kttris> '

Kualifikasi pelaksana kepegawaianKualifikasi pelaksana i
1. Mengetahui dan memahami ketentuan dan peraturan ^WP™
2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fang* organisasi
3. Mengetahui dan memahami tata cara pembuatan Surat usulan

Karpeg/Karis/Karsu „,„_.«, teoatMemiliki Komitmen Tinggi melaksanakan setiap tahapan secara tepat
sasaran dan tepat waktu

Peralatan/Perlengkapan : _ _
1. Peraturan/Kebijakan tentang Karpeg/Karis/Karsu
O Rorlroe V or>**an\xrn\nr\2. Berkas Kepegawaian
3. Komputer dan Printer

Buku Agenda

Pencatatan dan pendataan :

Dicatat dan Didokumentasikan secaramanual

*/
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C C
Nomor SOP 108/Perindag/2015

m
Tanggal Pembuatan 19 Oktober 2015

Tanggal Revisi 19 Oktober 2017

Tanggal Efektif 4 Januari 2016

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Disahkan oleh Pj. WALIKOTA BANJARMASIN

Nama SOP
PEMBUATAN SURAT USULAN SATYA LENCANA KARYA

SATYA

Dasar Hukum i Kualifikasi pelaksana:
1 . UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
3 . PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar,

Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

5. Keputusan Walikota Banjarmasin No. 293 Tahun 2012 tentang Uraian
Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1. Memiliki dan memahami mekanisme pengelolaan administrasi
perkantoran

2. Memahami tugas pokok dan fungsi

3. Mengetahui tentang dasar-dasar dan proses pembuatan Satya
Lencana Karya Satya (SLKS)

4. Memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan setiap tahapan
secara tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaltan: Peralatan/Perlengkapan:

1. Peraturan/Kebijakan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)
2. Data Kepegawaian/Berkas Kepegawaian
3. Komputer dan Printer

4. Pilling Cabinet

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
SOP ini adalah standar baku, jika tidak dilaksanakan mengakibatkan ketidak
jelasan, ketidaksinkronan, Ketidaktepatan, ketidaktransfaranan, kelambatan
dan keterlambatan dalam pembuatan usulan SLKS.

Dicatat dan didokumentasikan secara manual

ftKasobbag. Perondangan Kabag. Hukum

^
ktpil.SKPD



I (
PROSEDUR PEHBUATAN SATYA LENCANA KARYA SATYA (SLKS)

NO. URAIAN PROSEDUR / KEGIATAN

10

Menugaskan Kasubbag. Umum dan Kepegawaian untuk
mendata PNS yang akan diusulkan mendapat
penghargaan SLKS (Satya Lencana Karya Satya) pada
periode mendatang

Mendata PNS yang akan mendapat SLKS diperiode
mendatang danmenugaskan stafuntuk membuat laporan
hasil Pendataan.

Membuat laporan pendataanPNS dan melengkapi berkas-
berkas yang diperlukan untuk diusulkan, selanjutnya
menyerahkan kepada Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Menerima hasil Laporan Pendataan dan membuatkan
Konsep Usulan, selanjutnya menugaskan staf untuk
mengetik konsep

Mengetik konsep usulan SLKS danmemberi capstempel
legalisir padaberkas kelengkapan kemudian menyerahkan
hasil ketikan kepada kasubbag. Umum dan Kepegawaian
untuk dikoreksi.

Memeriksa draft usulan SLKS, Jika Ya - memberi faraf
untuk dilanjutkan kepada Sekretaris. Jika Tidak -
dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki

Memeriksa draftusulan SLKS, jikaYa - memberi paraf
untuk ditandatangani Kepala Dinas. Jika Tidak -
dikembalikan kepada Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Memeriksa draft usulan SLKS, jika Ya - usulan SLKS
ditandatangani dan menyerahkan kepada Kasubbag.
Umum dan Kepegawaian untuk disampaikan kepada
instansiterkait kemudian mengarsipkannya. Jika Tidak
dikembalikan kepada Sekretaris.

Memerintahkan staf untuk menyampaikan kepada
instansi terkait kemudian mengarsipkan usulan SLKS

Menyampaikan usulan SLKS kepada BKD, Diklat
!*Juuub!>ag. Pemndinkemudian mengarsipkannya.

%



Dasar Hukum

c

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1 . UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian

2 . PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
3. PP Nomor 46Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
5. Peraturan Walikota Nomor 293 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin

Keterkaitan :

Peringatan :

SOP iniadalah standar baku, jika tidakdilaksanakan mengakibatkan ketidakjelasan,
Ketidaksinkronan, Ketidaktepatan, ketidaktransfaranan, kelambatandan
keterlambatan dalam pembuatan SKP. Prosedur SOP dapat berjalan sebagaimana
mestinya apabila semua pelaksana ada ditempat dan dapat menjalankan tugasnya.

c
Nomor SOP 109/Perindag/2015

Tanggal Pembuatan 19 Oktober 2015

Tanggal Revisi 19 Oktober 2017

Tanggal Efektif 4 Januari2015

Disahkan oleh Pj. WALIKOTA BANJARMASIN

Nama SOP PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Kualifikasi pelaksana:

1. Mengetahui dan Memahami Ketentuan dan Peraturan mengenai
Kepegawaian
Mengetahui dan Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Mengetahui tentang dasar-dasar dan proses pembuatan Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP)

4. Memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan setiap tahapan
secara tepat sasaran dan tepat waktu

Peralatan/Perlengkapan :

1. Peraturan/Kebijakan tentang Sasaran Kinerja Pegawai
2. Komputer dan Perangkatnya

3. Filling Cabinet

Pencatatan dan pendataan :

Dicatat dan Didokumentasikan secara elektronik maupun manual
Data Pegawai Negeri Sipil

Kaiubba^ Pernndangan K«bag. ffakum

^
KepiliSKPD
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c c
PROSEDUR PEMBUATAN USUL KENAIKAN PANGKAT PNS

NO URAIANPROSEDUR/ KEOIATAN
PELAKSANA

KASUBBAG.
UMUM DAN

KEPEG.

HUTU BAKU

10

Menugaskan Kasubbag. Umum dan Kepegawaian untuk mendata
PNS yang akan diusulkan mendapat Kenaikan Pangkat pada
penodemendatang ^^ p

Mendata PNS yang akan mendapat Kenaikan Pangkat diperiode
mendatang dan menugaskan stafuntuk membuat laporan hasil
Pendataan. ^^

Membuat fcporan pendataan PNS dan melengkapi berkas-berkas
yang diperlukan untuk diusulkan, selanjutnya menyerahkan
kepada Kasubbag. Umum danKepegawaian

Menerima hasil Laporan Pendataan dan membuatkan Konsep
Usulan, selanjutnya menugaskan stafuntuk mengetik konsep

Mengetik konsep usulan Kenaikan Pangkat dan memberi cap
stempel legalisir pada berkas kelengkapan kemudian
menyerahkan hasfl ketikan kepada kasubbag. Umpeg. untuk

Memeriksa draft usulan Kenaikan Pangkat, Jika Ya -memberi
Parafuntuk dilanjutkan kepada Sekretaris. JikaTidak -
dikembalikan kepada stafuntukdiperbaiki

Memeriksa draft usulan Kenaikan Pangkat, jika Ya -memberi
parafuntukditandatangani Kepala Dinas. JikaTidak -
dikembalikan kepada Kasubbag. Umpeg.

Memeriksa draft usulan Kenaikan Pangkat, jika Ya -usulan
Kenaikan Pangkat ditandatangani dan menyerahkan kepada
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian untuk disampaikan kepada
mstansi terkait kemudian mengarsipkannya. JikaTidak-
dikembalikan kepada Sekretaris.

Memerintahkan stafuntuk menyampaikan kepada instansi
terkait kemudian mengarsipkan usulan Kenaikan Pangkat

Menyampaikan usulan Kenaikan Pangkat kepada BKD, Diklat
Kemudianmengarsipkannya.

pjluubbafr PerondflDgan

It

SEKRETARIS STAF
KEPALA

DINAS
KELENGKAPAN

11

Disposisi

Disposisi

Disposisi

laporan pendataan

Konsep usulan
Kenaikan Pangkat

Draft usulan

Kenaikan Pangkat

Draft usulan,
Disposisi

Draft usulan,
Disposisi

Usulan Kenaikan
Pangkat

Usulan Kenaikan
Pangkat, Disposisi

WAKTU

12

10 menit

10 menit

10 menit

60 menit

30 menit

15 menit

15 menit

10 menit

5 menit

5 menit

OUTPUT

13

Disposisi

Disposisi

Laporan
pendataan

Konsep usulan
Kenaikan Pangkat

Draft usulan

Kenaikan Pangkat

Draft usulan,
Disposisi

Draft usulan,
Disposisi

Usulan Kenaikan

Pangkat

Usulan Kenaikan

Pangkat, Disposisi

Usulan Kenaikan

Pangkat, Arsip

KETERANGAN

14

Berkas kelengkapan
sudah ada di file

kepegawaian
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Nomor SOP lll/Perindag/2015

Tanggal Pembuatan 19 Oktober 2015

Tanggal Revisi 19 Oktober 2017

Tanggal Efektif 4 Januari2016

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Disahkan oleh Pj. WALIKOTA BANJARMASIN

Nama SOP PEMBUATAN USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana:

1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
PNS dan Perubahannya

3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 293 Tahun 2012 tentang
Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Memiliki dan Memahami mekanisme pengelolaan Administrasi Perkantoran
2. Mengetahui dan memahami mekanisme tentang Proses Pembuatan

Kenaikan gaji Ber

3. Memiliki Komitmen Tinggi melaksanakan setiap tahapan secara tepat
sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer dan segenap perangkatnya
2. Buku Penjagaan kenaikan Berkala
3. Filling Kabinet

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
SOP ini adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakjelasan, ketidaksinkronan, ketidaktepatan, ketidaktransfaranan dan
keterlambatan yang akan menghambat kinerja kantor dan administrasi
perkantoran. Prosedur SOP dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila
semua pelaksana ada ditempat dan dapat menjalankan tugasnya.

Dicatat dan didokumentasikan secara manual dan elektronik

fcKmibbag. Perundangan Kabag.Hukum KfpiliSKPD.

If.
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PROSEDUR PEMBUATAN USUL KENAIKAN GAJI BERKALA

NO URAIAN PROSEDUR / KBGIATAN

10

Menugaskan Kasubbag. Umum dan Kepegawaian untuk mendata PNS yang
akan diusulkan mendapat Kenaikan Gaji Berkala pada periode mendatang

Mendata PNS yang akan mendapat Kenaikan Gaji Berkala diperiode
mendatangdan menugaskan staf untuk membuatlaporan hasil Pendataan

Membuat laporan pendataan PNS danmelengkapi berkas-berkas yang
diperlukan untuk diusulkan, selanjutnya menyerahkan kepada Kasubbag
Umpeg.

Menerima hasilLaporan Pendataan dan membuatkan Konsep Usulan,
selanjutnyamenugaskan staf untuk mengetik konsep

Mengetik konsep usulan Kenaikan Gaji Berkala danmemberi cap stempel
legalisir pada berkaskelengkapan kemudianmenyerahkanhasil ketikan
kepada kasubbag. Umpeg. untuk dikoreksi.

Memeriksa draft usulan Kenaikan Gaji Berkala, Jika Ya - memberi faraf
untuk dilanjutkan kepada Sekretaris. JikaTidak - dikembalikan kepada staf
untuk diperbaiki

Memeriksa draft usulan Kenaikan Gaji Berkala, jikaYa - memberi paraf
untukditandatangani Kepala Dinas. JikaTidak - dikembalikan kepada
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian.

Memeriksa draft usulan Kenaikan GajiBerkala, jika Ya- usulan Kenaikan
Gaji Berkala ditandatangani danmenyerahkan kepada Kasubbag. Umum dan
Kepegawaian untuk disampaikan kepada instansi terkait kemudian
mengarsipkannya. Jika Tidak- dikembalikankepada Sekretaris.

Memerintahkan staf untuk menyampaikankepada instansi terkait kemudian
mengarsipkan usulan Kenaikan Gaji Berkala

Menyampaikan usulan Kenaikan Gaji Berkalakepada BKD, Diklat kemudian
mengarsipkannya.

jfcijvaiubbag. Perondangan Kabag. Hu^um tupiltSkPD
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Nomor SOP 112/Perindag/2015

"tftttiftHWrtitfT* Tanggal Pembuatan 19 Oktober 2015

Tanggal Revisi 19 Oktober 2017

Tanggal Efektif 4 Januari 2016

^^gjtriiftg^
Disahkan oleh Pj. WALIKOTA BANJARMASIN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nama SOP Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

Daaar Hukum

2.

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara atas penyampaiannya.

4 Peraturan MENPAN dan RB no. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

5 Perda Kota Banjarmasin tentang tugas pokok dan fungsi Disperindag Kota Banjarmasin

Keterkaitan:

1. SOP Prosedur Pembayaran UP/GU

Peringatan :

Apabila prosedur pengajuan SPP-LS dan Tunjangan terhambat, maka kegiatan rutin
diantaranya pembayaran gaji dan tunjangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Banjarmasin akan terhambat ttKasubbag. Penindangi

Kualifikasi pelaksana:

1. Memiliki kemampuan dibidang keuangan
2. Pemahaman tentang Prosedur dan Peraturan

3. Mengetahui mekanisme pembayaran

Peralatan/perlengkapan

1. Perangkat Komputer

2. Filling Kabinet

Pencatatan dan Pendataan :

Data Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Dokumentasi Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Kabag. Hukum

^
Kfpa.'a SKP)

i" %
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No.

10

c

Uraian Prosedur/Keglatan

Menugaskan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas untuk
melakukan pembayaran gaji dan TPP

Mengambil berkas daftar gaji dari BPKAD dan membuat daftar TPP
Dinas dan meminta tanda tangan semua PNS Dinas

Menyiapkan SPP LS dan menyerahkan kepada bendahara pengeluaran
serta menyiapkan SPM untuk ditandatangani kepala Dinas

Meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen SPP-LS Qaji dan TPP
berdasarkan SPD dan DPA SKPD jika lengkap diteruskan kepada PPK
dan jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pembantu Bendahara
Pengeluaran.

Membuat dan menyerahkan SPP dan SPM Qaji dan TPP dinyatakan
lengkap kepada PPK.

Meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen SPP dan SPM Qaji dan
TPP jika benar diteruskan kepada Pengguna Anggaran untuk
diotorisasi, jika tidak benar dikembalikan kepada Pembantu Bendahara
Pengeluaran untuk diperbaiki.

Meng-otorisasl SPP dan SPM gaji dan TPP

Mengajukan SP2D ke BPKAD

Memproses dan mengeluarkan SP2D Qaji dan TPP

Mengantar SP2D Qaji dan TPP dari BPKAD ke Bank Kalsel, kemudian
menyelenggarakan pembayaran Qaji dan TPP PNS di Iingkungan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin

imubbag. Perundangan Kabag,Hukum

^"

c
Pelaksana

Prosedur Pengajuan SPP-LS, Gaji dan TPP

Hutu Baku

Persyaratan
Kelengkapan

DPA, RKA, Daftar
QajidanTPP

Daftar rekap gaji
darl BPKAD dan

TPP darl Dinas

Daftar gaji, TPP,
Nota Dinas, SPP,

SPP-LS

Dokumen yang
lengkap untuk
diperiksa PPK

Dokumen yang
lengkap untuk
diperiksa PPK

Berkas dokumen

SPP-LS Qaji dan
TPP

Dokumen yang
akan dl otorisasi

Berkas dokumen

yang sudah
diotorisasi

Daftar berkas gaji
dan TPP

SP2D Qaji dan TPP

Waktu

2 jam

lhari

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

1 hari

1 jam

1 hari

Output

SPMT

Rekap Gaji dan
TPP

Dokumen yang
akan

ditandatangani

Dokumen SPP-LS

Qaji dan TPP yang
telah di periksa

SPM Qaji dan TPP

Dokumen yang
akan

ditandatangani PA

Berkas dokumen

yang sudah
diotorisasi

Daftar berkas gaji
dan TPP

SP2D

Gaji dan TPP

Keterangan



Dasar Hukum:

c

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1 .UU No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

2. UU No. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri
3. Permenperin RI No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan tata

Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI
4. Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pemberian Izin Bidang

Industri dan Kawasan Industri
Keterkaitan:

SOP Pengawasan dan Pembinaan Penanganan Limbah Industridi
Perusahaan Industri

Peringatan:
Rekomendasi diberikan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah berkas lengkap
dan benar

c
Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Nama SOP

Kualifikasi pelaksana:

201/Perindag/2015

19 Oktober 2015

19 Oktober 2017

4 Januari 2016

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN

PROSEDUR PEMBUATAN
REKOMENDASI TDI KECIL

1. Mengetahui Tupoksi dan Sistem Kerja Unit Kerja
2. Mengetahui Prosedur dan Peraturan-peraturan Perizinan

di Sektor Industri

Peralatan/perlengkapan:

1. Komputer, ATK

2. Printer

3. Peraturan-peraturan tentang Perizinan

Pencatatan dan pendataan

1. Dicatat dalam buku agenda TDI Kecil
2. Dicatat dalam buku agenda TU

3. Diarsip dalam berkas Rekomendasi

Iftuiubbag. fltrnndflngan Kabag. Hukum KtpiliSKPD^


